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PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

4.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB V Hurul
D Angka 2.b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun

2014 tettang Pedomal Pelal<salaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan

Kesehatan Nasional pada Puskesmas;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (Irmbaran Negara Republik Indonesia Talun
2004 Nomor 15O, Tambahan I-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456);

Undang - Undalg Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Iembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol1 tentang Badan

Penyelenggara Jaminal Sosial (Lembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 116, Tambahar Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5256);
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6.

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminal
Kesehatan (I,embararl Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Taiun 20 13 Nomor 255);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2014

Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Repubtik

Indonesia Talun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Milik Pemerintah Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 81) ;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayalan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14OO);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

s89);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Pedomal Pelaksanaan Program Jarninan Kesehatan;

7.

9.

MEMUTUSKAN ;

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.

8.

10.

Menetapkan :



BAB I

KF]IENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam peraturan Bupati ini, yallg dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara

Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dinas Kesehatan adalah satuan keqa perangkat daerah yang

membidangi palayanan kesehatan.

5. Rencana Keda dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen

perencanaan dan pengalggaran yang berisi rencana pendapatan

dan rencana belanja program dalr kegiatan SKPD sebagai dasar

pen,''usunan APBD.

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keda Peralgkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen

yang memuat pendapatan dan belanja yaJlg digunalan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

7. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah

bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang

diselenggarakan dengal menggunakan mekanisme asuransi

kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-

undang nomor 40 tahun 2004,

8. Badan Penyelenggara Jarninan Sosial selanjutnya disingkat

BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
penyelenggaraan program Jaminan kesehatan.

9. Dana Non kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS

kesehatan terhadap pelayanan kesehatan oleh Puskesmas yang

telah ditransfer langsung ke kas daerah berdasarkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, meliputi :

pelayanan ambulance, pemeriksaan penunjang dan obat rujuk
balik, rawat inap, pelayanan kebidanan (persalinan, ANC dan

PNC) sesuai ketentuan yang berlaku pada Puskesmas.



10. Pengelolaan Dana JKN adalah tata cara penganggaran,

penatausahaan dan pertanggungiawabal dana Non kapitasi

JKN.

11. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik
pemerintah daerah yang menyelenggarakal pelayaran

kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistis untuk
keperluan. observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan

atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penggunaan dana

non kapitasi JKN pada Puskesmas di Kabupaten Muara Enim.

BAB II
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENCANGGARAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

pasal 3

(1) Pendapatan Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi

berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.

(2) Pembayaran klaim dana non kapitasi didasarkan pada hasil

verifrkasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang

diajukan masing-masing Puskesmas.

(3) Dara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh

BPJS Kesehatan ke kas daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

(U Penganggaran pendapatan Puskesmas yang berasal dari darla
non kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan Puskesmas.

(2) Pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN dianggarkan

dalam RKA dan DPA Dinas Kesehatan.



BAB III

PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

(l)Dana non kapitasi JKN di Puskesmas digunakan untuk jasa

pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan

kesehatan.

(2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U

meliputi jasa palayanan kesehatan perorangan yang dilakukan

oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.

(3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan untuk penyediaan bahan medis habis

pakai, biaya operasiona.l dan pemeliharaan sarana prasarana

penunjang pelayanan kesehatan dan biaya operasional

pelayanan lainnya.

Pasal 6

(1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2

dibagi dalam 2 kelompok, yaitu :

a. Jasa pelayanan kesehatan kebidalan; dan

b. Jasa pelayanan kesehatan non kebidanan.

(2) Pelayanar kesehatan kebidanan sebagaimana dimalsud pada

ayat (1) huruf a meliputi :

a. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan

atau dokter; dan

b. pelayanan Keluarga Berencana berupa vasektomi.

(3) Pelayanar kesehatan non kebidanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b metiputi :

a, pelayarlan ambulance;

b. pemeriksaan penunjang pelayanan progam rujuk balik;
c. pelayanarl Obat program rujuk balik;

d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan

terapi krio; dan

e. rawat inap tingkat pertama.



Pasal 7

(1) Jasa pelayanan kesehatan kebidanan sebagaimana dimaksud

Pasal 6 ayat (1) huruf a dibayarkan seluruhnya kepada petugas

penolong persalinan .

(2) Jasa pelayanan kesehatan non kebidaoan sebagaimana

dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan, sebagai berikut:

a. Jasa pelayanan 6O7o (enam puluh persen); dal
b. Operasional Puskesmas 4oyo (empat puluh persen).

(3) Ketentuan tebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana

dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan .

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

Pendapatan dan belanja dana non kapitasi disajikan dalam

laporal keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangal

Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Puskesmas bertanggung jawab terhadap penggunaan dana non

kapitasi.

(2) Tata cara dan format penjrusunan laporan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PENGAV/ASAN

Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan melakukal pengawasan terhadap

penerimaan dan pemanfaatan dana non kapitasi.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan

Peraturan Bupali ini dengan penempatalnya da-lam Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim.

Dite karr di Muara Enim
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BUP I MUARA ENIM,
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Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 6 D..c!b.! 2016

SEKRRTARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIMp
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HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR ,2


